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ABSTRAK 

 

 

Dewasa ini, untuk mendapatkan lahan untuk bertempat tinggal khususnya di 

daerah perkotaan di Indonesia sangatlah sulit, hal ini dikarenakan banyaknya 

masyarakat yang ingin memiliki atau bertempat tinggal di daerah kota-kota besar 

yang terdapat di Indonesia, contohnya seperti di daerah Jakarta, Bandung, 

Semarang, Surabaya, dan kota-kota lainnya, oleh karenanya Rumah Susun 

berfungsi sebagai tempat tinggal alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki 

lahan untuk ditinggali. Permasalahannya, tidak semua kalangan masyarakat dapat 

memiliki Rumah Susun. Hal ini dikarenakan harga untuk sebuah unit Rumah 

Susun terbilang mahal sehingga sulit bagi masyarakat berpenghasilan rendah 

untuk memilikinya. Oleh sebab itu, di dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 

2011 tentang Rumah Susun khususnya pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa 

pengembang Rumah Susun Komersil harus memberikan hak sebesar 20% untuk 

mendirikan suatu Rumah Susun Umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 

namun pada praktiknya Pengembang tidak mematuhi peraturan tersebut, serta 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menerapkan peraturan tersebut secara tegas. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis 

normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum. Penelitian yuridis normatif 

adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yaitu 

antara lain dengan menganalisis dari peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam praktik niaga di 

Indonesia, dalam hal ini Undang-undang nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun, buku-buku literatur tentang hukum, dan majalah serta media massa. 

 

Penelitian ini membuktikan bahwa masih banyak pengembang Rumah Susun 

yang tidak mematuhi Undang-undang Rumah Susun khususnya pasal 16 ayat (2) 

Undang-undang Rumah Susun serta tiadanya peran Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat dalam menegakkan peraturan tersebut sehingga masih terjadi kesenjangan 

sosial antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan masyarakat berpenghasilan 

rendah dalam kepemilikan Rumah Susun.  
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ABSTRACT 

 

 

Nowadays, it is proven difficult to find a living space in Indonesian cities. 

This is due to high demand by Indonesian citizens who wish to live in major cities 

such as Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, and many other major cities in 

Indonesia, which is why Apartments serve as alternatives for people who cannot 

find places to live in. The problem is not all citizens can afford Apartments. This 

is due to the high price offered by Apartments, which means that citizens who 

have low income definitely have problems affording a unit. Therefore, pursuant to 

article 16 section (2) of the Law No. 16/2011 of the Apartment Act, it is clearly 

stated that a Commercial Apartment Developer should give 20% rights to  low-

income citizens to establish apartment units, however some Developers do not 

oblige to such rules and the Province Government do not enforce  the rules in a 

correct manner. 

 

The method used in this research is normative juridical because this 

research aims to review legal rules. Normative juridical research is a research 

done by revieweing legal books which includes thorough analysis on legal rules 

such as Law No. 16/2011 of the Apartment Act, legal literatures and journals as 

well as mass media. 

 

This research proves that Developers do not oblige to rules established by the 

nation especially those included in article 16 section (2) of the Apartment Act as 

well as the abscence of Government’s intervention in establishing such rules in 

West Java Province, which cause gap between low-income citizens and high-

income citizens. 
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